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WAWANCARA 

1. Selain UU No.16 Tahun 2011, apakah LBH memiliki pedoman atau 

dasar hukum yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan hukum? 

2. Bagaimana bentuk struktural organisasi LBH ( khususnya LBH 

Medan)? 

3. Bagaimana bentuk alur proses seseorang yang ingin mengajukan 

permohonan ke LBH ? 

4. Dalam menangani suatu persoalan hukum, apakah ada suatu aturan 

khusus yang di terapkan oleh LBH dalam penanganan kasus tersebut, 

seperti: 

a. Bentuk kasus, apakah ada criteria bentuk kasus? Apakah ada 

tingkatan prioritas penanganan kasus? 

b. Status dari masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan 

hukum, apakah ada tingkatan prioritas? 

c. Sebagaimana dalam pasal 56 KUHAP yang dimana orang yang 

di ancam pidana penjara 5 tahun (lebih), berhak mendapatkan 

bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Bagaimana dengan 

tersangka dengan status sosial kurang mampu, apakah LBH 

turut mengambil andil / peran dalam memberikan bantuan 

hukum kepada orang tersebut? 
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5. Dalam proses pemberian bantuan hukum, dalam hal bentuk 

penyelesaian perkara pidana: 

a. Litigasi  

i. Apakah LBH melakukan pendampingan dalam seluruh 

tahapan pemeriksaan sampai dengan putusan 

pengadilan atau upaya hukum (banding, kasasi, PK)? 

ii. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian bantuan hukum 

yang dilakukan oleh LBH dalam suatu perkara pada 

tahapan ltigasi? 

b. Non Litigasi 

i. Bagaimana bentuk peran LBH dalam penanganan 

perkara non-litigasi? 

ii. Apa parameter atau acuan bahwa perkara yang di 

selesaikan secara non-llitigasi telah selesai? 

iii. Apakah ada Akta Damai atau SP3? 

iv. Apakah kemungkinan perkara yang dulunya telah selesai 

secara non litigasi , dapat di kemudian hari di 

permasalahkan kembali? 

6. Apa yang menjadi hambatan LBH dalam melakukan pemberian 

bantuan hukum? 
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7. Dalam menghadapi masalah tersebut, apa yang di lakukan oleh LBH 

untuk dapat menghadapi hambatan tersebut, sehingga tidak 

mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


